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ABSTRAK 

 

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Terhadap Hewan 

Nama : Yospa Meyseri 

NIM : 02011181320152  
Kata Kunci : Penganiayaan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban 

Pidana, Tindak Pidana PenganiayaanTerhadap Hewan 

 

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-

kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan sistem nilai dengan cepat 

menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa 

perkembangan masyarakat, termasuk dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh 

manusia terhadap hewan sebagaimana telah diatur baik yang diatur dalam KUHP 

maupun yang diatur diluar KUHP yang intinya melarang perbuatan menganiaya 

hewan yang dilindungi atau binatang lain pada umumnya. Untuk mengkaji lebih 

mendalam masalah penganiayaan terhadap hewan tersebut terdapat dua 

permasalahan yaitu: bagaimanakah pengaturan penganiayaan terhadap hewan di 

Indonesia dan bagaimanakah pertanggugjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan 

berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan dan sanksi 

penganiayaan terhadap hewan dimuat dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan hewan dan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat 

terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan, apabila 

masih tetap terjadi pelanggaran dari peraturan tersebut maka pelaku harus 

bertanggungjawab menurut hukum positif Indonesia.  



 
 
 
 
 
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 
 
 

Masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, 

melainkan terjadi juga pada hewan. Hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan 

selain manusia dan tumbuhan. Penganiayaan terhadap hewan bukanlah hal yang 

asing lagi didengar karena dengan marak adanya berita dimedia cetak ataupun 

elektronik yang mana telah memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan 

terhadap hewan yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan tentu 

sangatlah tidak pantas dilakukan terhadap hewan yang sehingga menyebabkan 

hewan tersebut luka-luka bahkan ada yang mati. 

 
Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 

kepuasan atau keuntungan tersendiri dari pada penganiayaan hewan tersebut. 

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan 

tentang maksud istilah “penganiayaan”.
1
 Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti 

melakukan penindasan dan penyiksaan.
2
 Adanya perlakuan yang tidak lazim dan 

 

 
1
M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 132.  
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001. 



 
 
 
 

tidak pantas dilakukan terhadap hewan yaitu dengan cara melakukan penganiayaan 

dan penyiksaan untuk memperoleh suatu kepuasan atau keuntungan, namun 

demikian tindakan tersebut tergolong kedalam suatu kejahatan. 

 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami 

dari berbagai sisi yang berbeda. Hal tersebut merupakan sebab dalam menangkap 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana yang salah 

satu diantaranya tindak pidana penganiyaan terhadap hewan seperti penyiksaan 

terhadap hewan sehingga mengakibatkan hewan cacat atau menderita luka-luka 

berat lainnya atau mati. Dalam hal ini tidak lagi memperhatikan mengenai 

kelestarian dan kesejahteraan hewan padahal tersebut merupakan tanggung jawab 

bersama, dengan demikian habitat dan kepunahan beberapa jenis hewan selama ini 

banyak yang telah rusak ataupun yang sengaja dirusak oleh berbagai ulah 

sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, perlakuan terhadap hewan 

baik itu pembunuhan, penganiyaan, dan penyalahgunaan dari hewan tersebut. 

Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi hewan tersebut 

perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan hewan termasuk 

spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah memiliki peran yang sangat 

penting bagi keseimbangan ekosistem. 

 
Penganiayaan hewan di Indonesia merupakan salah satu pemicu terjadinya 

tindak pidana terhadap hewan yang semakin marak terjadi, sehingga 

mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hewan tersebut, 



 
 
 
 

serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat yang sebagaimana 

 

terjadi penganiayaan terhadap hewan telah terjadi di sejumlah tempat. 

 

Penganiayaan terhadap hewan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan 

 

sehari-hari. Salah satu diantara kasus yang terkait mengenai tindak pidana 

 

penganiayaan terhadap hewan jenis Sapi yang dilakukan oleh Harun Selpia Alias 

 

Along pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Labuha. Dalam kasus ini, terdakwa 

 

dikenakan Pasal 302 (2) KUHP. Dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan 

 

Negeri Labuha menjatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan karena telah terbukti 

 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan hewan ternak yang 

 

mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat dan menderita luka berat dan mati. 

 

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang 

 

mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan yaitu 

 

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 
 

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiahkarena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan. 

 
a. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya. 

 
b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 



 
 
 

 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau 

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan 

hewan. 

 
(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

 

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan 

 

dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP 

 

tentang membunuh hewan orang lain, Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 

 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 

 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah 

 

Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

 

Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran 

 

terhadap hewan atau binatang. 

 

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya 

 

merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, 

 

pelestarian dan pemanfaatan hewan. 



 
 
 
 

Dari uraian tersebutlah maka setiap orang yang melakukan kejahatan-

kejahatan tersebut diatas akan dipidana dan di berikan sanksi. Penetapan sanksi 

pidana tersebut yaitu tidak terlepas dari pada tujuan pemidanaan atau suatu tujuan 

yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan. Meskipun jenis sanksi dalam setiap 

bentuk-bentuk suatu kejahatan berbeda-beda, akan tetapi yang jelas semua dalam 

menerapkan suatu sanksi pidana haruslah berorientasi pada tujuan pemidanaan itu 

sendiri. 

 
Tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk membina dalam hal kesadaran 

umum dalam bersikap tindak yang serasi baik aspek lahir maupun aspek batin, 

karena hanya dengan sikap tindak yang demikian kepintingan umum dan 

kepentingan perorangan secara langsung dapat terlindungi gangguan peristiwa 

pidana.
3
 Demikanlah tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk melindungi 

kepentingan umum, oleh karena itu jika seseorang takut dalam melakukan suatu 

perbuatan tidak baik karena takut akan dijatuhi hukuman, maka dengan demikian 

semua mahluk hidup akan hidup dengan tentram dan aman, akan tetapi apabila 

terdapat pelaku yang melakukan kejahatan yang salah satu diantaranya yaitu 

penganiayaan terhadap hewan maka haruslah untuk bertanggungjawab atas 

perbuatan yang dilakukannya. 

 
Adapun pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar 

peraturan di bidang perlindungan hewan dapat ditaati dan di terapkan oleh seluruh 

 

 
3
Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam 

Tanya Jawab, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Hlm. 21. 



 
 
 
 

lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya di berikan sanksi yang tegas agar 

memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan 

lagi pelanggaran hukum yaitu penganiayaan terhadap hewan. 

 
Setiap masyarakat turut memiliki tanggung jawab agar mendampingi 

pemerintah dalam hal upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal 

kesejahteraan hewan. Partisipasi dari masyarakat ini menjadi krusial oleh karena 

itulah pada saat ini dalam penegakkan hukum pada bidang kesejahteraan hewan 

sungguh masih sangat jauh dari kata memadai. Oleh karena itulah yang menjadi 

kendala yaitu masih sangat minimnya suatu kesadaran dan rasa kepedulian dalam 

diri masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan. 

 
Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU 

 
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN”. 



 
 
 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang telah diuraikan, maka terdapat 

 

permasalahan yaitu: 

 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap 

hewan di Indonesia? 

 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan di Indonesia? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap 

hewan di Indonesia. 

 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya 

terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut 

mengenai pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap hewan, 

sekaligus menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan bagi 

para akademisi. 



 
 
 
 

2. Manfaat Praktis 

 

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi subsistem peradilan pidana di 

Indonesia dan pakar hukum dalam membuat suatu penegakan hukum demi 

perkembangan hukum nasional. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya 

mengacu pada kajian hukum pidana yaitu menganai pengaturan hukum tindak 

pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia serta pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. 

 
F. Kerangka Teori 

 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
4
 Menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan dengan berbagai 

tindakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kepuasan atau keuntungan tersendiri 

dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar itu semuanya merupakan 

tindakan penganiayaan terhadap hewan. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada 

dasarnya harus dikenakan sanksi setiap penganiayaan baik terhadap manusia ataupun 

hewan harus ditindak, pelakunya harus dihukum. 

 
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

 
 
 

 
4
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,1986. Hal.124. 



 
 
 
 

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa 

kesalahan” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. 

Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan 

pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa 

kesalahan”. Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan fsychis tertentu pada 

orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Kesalahan dalam pertanggungjawaban 

pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa 

salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrachtelijkheid) 

dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena 

alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak 

melawan hukum.
5 

 
Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan 

hukum. Ajaran feit materil dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan 

kesalahan sebagai melawan hukum. 
6
 kesalahan seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya 

tindak pidana yang bersifat melawan hukum. 

 
Kesalahan dapat timbul karena kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan 

merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. 

 

 
5
Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 47. 

6
Ibid, Hlm. 55. 



 
 
 
 

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidan yang bersifat melawan 

hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus yang percobaan dan penyertaan 

hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan 

sengaja,
7
 yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada 

waktu melakukan perbuatan pidana. 

 
Pertanda kesalahan yang lain secara tekhnis hukum pidana disebut dengan 

kealpaan, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya 

tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela.
8 

 
Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat 

“gecompliceerd”, yang disisi satu mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan 

seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.
9 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Mengenai teori pemidanaan, pada umunya dapat dibagi menjadi tiga golongan 

besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif 

atau teori tujuan (doel theorien) dan teori menggabungkan (vereningings theorien).
10 

 
 
 
 

 

a. Teori Absolut atau Pembalasan  
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Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai 

berikut: teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah mengandung unsur-

unsur untuk menjatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu 

kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Pidana sebagai 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan. Jadi dasar hukum pembenarannya terletak pada adanya 

kejahatan itu sendiri.
11 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

 

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: 

pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 

yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

yang bermanfaat. Oleh kerena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilltrarian 

theorien), jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat 

kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
12 

 
 
 
 
 

a. Teori Gabungan  
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Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan 

teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang 

kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk 

menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbiki 

pelaku dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.
13 

G. Metode Penelitian 

 

Sudah merupakan ketentuan dalam hal penyusunan karya ilmiah atau skripsi 

 

diperlukan metode penelitian dalam pengerjaannya. Metode penelitian sebagai suatu 

hal yang mempunyai cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan 

untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari 

penelitian. 

 
Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, 

maka penulis akan menggunakan metode: 

 
1. Tipe penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang lebih menitik beratkan pada data skunder atau 

bahan pustaka.
14

 Penelitian ini adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini 

ditunjukkan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan- 
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bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih 

banyak terhadap data yang lebih bersifat skunder meliputi buku-buku, 

yurisprudensi, dan sumber-sumber data lainnya yang berdekatan. 

 
2. Jenis Data 

 

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data skunder. Data 

skunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa 

arsip dan beberapa peraturan perundang-undangan.
15

 Data skunder tetsebur dapat 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.
16 

 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang lainnya yakni 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang– 

Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 

Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar 

kewajaran terhadap hewan atau binatang. 
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  Ronny Hannintijo, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indo, 

Hlm. 97  
16 Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji , dengan adanya data skunder peneliti 

tidak perli lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soerjono Sokanto dan 
Sri Mamuji, Op,cit., Hlm 24

 



 
 
 
 

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum 

primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Misalnya buku-buku, artikel-artikel, majalah hukum, koran, internet dan 

lain-lain. 

 
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  tambahan  yang  memberikan 

 

petunjuk maupun penjelasanterhadap bahan hukum primer dan skunder. 

 

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan 

mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui 

studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data skunder dilakukan dengan cara 

pengumpulan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan materi 

yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah. 

 
Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut 

Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan 

suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 

menggunakan “content analysis” atau yang biasa disebut analisis muatan.
17

 

Mempelajari berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki 

hubungkan terhadap hukum pidana. 

 
4. Teknik Analisis Data  

 
 
 
 

17 Soerjono Soekanto, Ibid., Hlm 21
 



 
 
 
 

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian untuk menghasilakan data deskriptif yuridis analitis, data 

primerdan data skunder yang sudah terkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu 

yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang 

diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan 

pemecahan masalah tentang “Pertaanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”. 

 
5. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi penulisan skripsi ini, maka penulis 

akan memberikan secara garis besar. Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu: 

 
Bab I yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
Bab II tentang penelaahan Kepustakaan yang memberikan penguraian secara 

teoritis mengenai tinjauan tentang pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, 

jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta penganiayaan terhadap 

hewan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan 

terhadap hewan. 

 
Bab III yaitu penulis akan mengemukakan Pembahasan yang berisikan uraian 

untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan, yaitu pengaturan mengenai 

tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia serta 



 
 
 
 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap 

hewan di Indonesia. 

 
Bab IV Penutup, yaitu memberikan uraian tentang simpulan dan saran dan 

didasarkan pada penelaahan kepustakaan mengenai topik permasalahan pada 

skripsi. 
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